


ABSTRAK 

 

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, pengertian ini bukan hanya terbatas pada 
lahirnya saja melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual yang mana di ikat 
dengan perjanjian yang suci yang nantinya juga di pertanggungjawabkan kepada Allah. 
Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada persetujuan dan kejujuran dari kedua 
belah pihak, dengan demikian akan tercipta persamaan langkah untuk landasan yang kokoh 
dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita telah 
sepakat untuk melangsungkan perkawinan , maka mereka harus taat pada peraturan hukum 
yang berlaku dalam peraturan perkawinan tersebut. 

 Perkawinan di anggap syah apabila memenuhi dan sesuai dengan syara’baik dari 
rukun maupun syarat perkawinan itu., dan perkawinan bisa batal apabila perlangsungan 
perkawinan itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rukun perkawinan tersebut, dan juga 
perkawinan itu fasid apabila perlangsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang 
syarat-syaratnya. Di dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 
38 di sebutkan bahwa perkawinan dapat putus di karenakan :a) Kematian , b) Perceraian c) 
Atas Putusan Pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan membatalkan 
perkawinan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yang mana 
salah satu syarat tersebut adalah tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain. 

 Pembahasan skripsi ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode : a) 
wawancara, untuk memperoleh data maka penyusun mangadakan wawancara dengan hakim 
di pengadilan Agama purwokerto dan juga aparat yang terkait dalam perkara ini. b) 
Dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen yang berupa berkas perkara 
pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto. 

 Dalam kajian pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama 
Purwokerto memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan bukti berdasarkan alat bukti 
surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Pertimbangan 
pengadilan Agama Purwokerto ini khususnya hakim adalah di dsarkan pada kemaslahatan 
dan adanya persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dan melanggar syariat Islam dan 
melanggar hokum atau peraturan perundang-undangan. 

 

Kata kunci : Pembatalan perkawinan, Pengadilan Agama, Pemalsuan Identitas 
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